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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1.  Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ﺍ 
Tidak 
dilambangkan 
16 ﻁ t 
. 
2 ﺏ b 17 ﻅ 
Z 
. 
3 ﺕ t 18 ﻉ ‘ 
4 ﺙ s 19 ﻍ G 
5 ﺝ J 20 ﻑ F 
6 ﺡ 
H 
. 
21 ﻕ Q 
7 ﺥ Kh 22 ﻙ K 
8 ﺩ D 23 ﻝ L 
9 ﺫ Ż 24 ﻡ M 
10 ﺭ R 25 ﻥ N 
11 ﺯ Z 26 ﻭ W 
12 ﺱ S 27 ﻩ H 
13 ﺵ sy 28 ء ’ 
14 ﺹ 
S 
. 
29 ﻱ Y 
15 ﺽ 
D 
.    
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2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a.  Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ◌ Fatḥah a 
 ِ◌ Kasrah i 
 ُ◌ Dammah u 
 
b.  Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf  
ﻱ ◌َ Fatḥah dan ya ai 
ﻭ ◌َ Fatḥah dan wau au 
 
Contoh: 
ﻒﻴﻛ   : kaifa  
 ﻝﻮﻫ:  haula 
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3.  Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda 
ﺍ◌َ/ ﻱ Fatḥah dan 
alif atau ya 
Ā 
ﻱ◌ِ Kasrah dan ya Ī 
ﻱ◌ُ Dammah dan 
wau 
ū 
Contoh: 
 َﻝَﺎﻗ  : qāla 
ﻰَﻣَﺭ : ramā 
 َﻞْﻴِﻗ : qīla 
 ُﻝُْﻮَﻘﻳ : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ﺓ) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ﺓ) hidup 
Ta marbutah (ﺓ) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ﺓ) mati 
Ta marbutah (ﺓ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 
h.  
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ﺓ) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah (ﺓ) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
 ْﻝَﺎﻔْﻁَْﻻﺍ ُﺔَﺿْﻭَﺭ : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ﺓَﺭَّﻮﻨُﻤْﻟﺍ ُﺔَﻨْﻳِﺪَﻤَْﻟﺍ ْ◌   : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
 al-Madīnatul Munawwarah 
 ْﺔَﺤْﻠَﻁ : Ṭalḥah 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
HIR  = Het Hezelane Inland Reglement 
KUHP  = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
KUHAP  = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Q.S...(...)....  = Quran, Surah....., ayat..... 
saw.  = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam 
swt.  = Subhanahû wata'alâ 
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ABSTRAK 
NAMA : SULFIATI 
NIM : 10500113053 
JUDUL  : KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM 
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 
Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam 
KUHAP namun penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam 
perkara pidana yang besifat penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah 
dilakukannya pemisahan (splitsing). Berdasarkan uraian tersebut penulis 
mengangkat permasalahan bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam 
pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam sebuah peradilan pidana. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk penerapan hukum saksi 
mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan di persidangan 
Pengadilan Negeri Enrekang. 2) Untuk mengetahui kekuatan saksi mahkota 
sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara penganiayaan di persidangan 
Pengadilan Negeri Enrekang. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik karena metode yang dipakai dalam 
penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data, menyusun, menjelaskan dan 
menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Jenis penelitian 
ini adalah library reseach atau penelitian kepustakaan dimana data primernya 
adalah Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan 
berkas terpisah (splitsing) putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr dan data 
sekundernya berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari 
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan 
dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan 
dianggap sangat penting. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi mahkota telah diterapkan di 
Pengadilan Negeri Enrekang dalam bentuk pengurangan hukuman hal ini  
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.74/Pid.B/2015/PN.Enr 
dengan berkas terpisah (splitsing) putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr. Saksi 
mahkota dianggap kuat dalam persaksiannya karena dapat mengungkap suatu 
tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini terbukti dalam kasus 
tindak pidana penganiayaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang 
No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas terpisah (splitsing) putusan 
No.79/Pid.B/2015/PN.Enr, yang menggunakan keterangan saksi mahkota dan 
disesuaikan dengan alat bukti lain sehingga mengungkap suatu peristiwa secara 
terperinci dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana 
tersebut. 
Implikasi dari penelitian Ini adalah: 1) Adanya peraturan khusus mengenai 
saksi mahkota secara tertulis. 2) Sudah saatnya merubah cara pandang penegak 
hukum kepada saksi bahwa saksi tidak sekedar menjadi alat bukti, namun 
memiliki kedudukan yang penting dalam peradilan pidana termasuk dalam 
peranannya turut serta dalam upaya penanggukangan kejahatan. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
menyebutkan  bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Hukum 
mempunyai kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur dan memberikan 
keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Jika ada yang melanggar 
ketentuan hukum dalam hal merugikan, mengganggu dan melalaikan keseimbangan 
kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh hukum itu, maka pelanggarnya 
mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi itu timbul karena adanya 
ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya bagi pelanggar hukum 
harus diberikan sanksi agar tidak mengganggu keseimbangan masyarakat dalam 
kehidupan sosial. Dengan begitu suatu hukum dapat ditaati dengan mengundang-
undangkannya. 
Berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang tertulis 
sangatlah penting untuk menunjang penegakan dan pemberlakuan hukum di negara 
ini. Haruslah suatu perbuatan yang dilarang, yang dibolehkan dan yang diharuskan 
tertuang dalam suatu tulisan (undang-undang).  
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa  
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. 
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Fungsi hukum dalam negara hukum berfungsi sebagai Social control 
(Pengendalian tingkah laku masyarakat) yang maksudnya hukum berfungsi untuk 
mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna 
menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram.1 Sebagai negara hukum, 
negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga 
negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, hukum perdata, 
hukum bisnis, hukum lingkungan dan seterusnya. 
Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara 
pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk 
melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana yang terjadi. Tujuan hukum 
pidana pada umumnya untuk mencegah tindak pidana dan melindungi kepentingan 
perorangan (Hak Asasi Manusia), masyarakat dan negara dengan perimbangan yang 
serasi antara kejahatan disatu pihak dan tindakan oknum aparat/penguasa yang 
sewenang-wenang.2  
Terdapat fenomena bahwa di beberapa daerah provinsi di Indonesia apalagi 
akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus pembunuhan, salah satu pembunuhan yang 
sering ditayangkan dalam media elektronik dan media cetak adalah pembunuhan 
yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Menurut pasal 340 KUHP 
pembunuhan berencana adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
                                                           
1 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta, MUP, hal.26. 
2
 Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum 
Penitensier), Yogyakarta, Deepublish, hal.82. 
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rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun. Cara penegakan hukum atas perbuatan kejahatan 
pembunuhan itu harus tetap berdasarkan hukum yang berlaku, karena hukum acara 
pidana memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa sampai diperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
Salah satu perlindungan kepada tersangka atau terdakwa adalah dalam 
menjalani pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai di persidangan, tersangka 
atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga 
tak bersalah sampai ditetapkan kesalahannya dengan kekuatan hukum yang tetap, 
sebagaimana yang tercantum dalam UU NO. 14 Tahun 1970 dan UU No. 8 Tahun 
1981. 
Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka orang itu mendapat hak-
hak seperti hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan 
seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan 
kepadanya dan hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum mendapat putusan yang 
sah dari pengadilan atas kejahatannya.3  
Dalam praktek peradilan di Indonesia, pembuktian merupakan suatu hal yang 
penting. Pembuktian ini dapat dilihat dari alat bukti yang ada di persidangan. 
Pembuktian ini menjadi penting dalam hukum pidana kita, beban pembuktiannya 
                                                           
3
 Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek, Bandung,  Mandar Maju, 
hal.11. 
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berada di Jaksa Penuntut Umum yang merupakan kuasa dari Negara harus 
membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah di persidangan. 
Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas 
sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa 
tersebut.4 Salah satu cara untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah 
atau tidak bersalah adalah dengan menggunakan saksi. Saksi merupakan salah satu 
alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. 
Salah satu saksi yang digunakan dalam pembuktian adalah saksi mahkota. Saksi 
mahkota adalah saksi yang juga seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang 
bersama-sama melakukan tindak pidana. Bagi aparat penegak hukum istilah saksi 
mahkota dijadikan pegangan pada saat ketiadaan saksi dalam persidangan. Hal ini 
dijadikan pegangan pada penuntut umum dengan mengkonfrontir keterangan 
terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dengan syarat perkaranya di split.5 Putusan 
Mahkamah Agung RI No. 1174/K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung RI 
1590/K/Pid/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592/K/Pid/1995 tidak 
membenarkan adanya saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku 
yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang 
diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi saksi ia harus melihat, 
mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui keterangannya palsu 
                                                           
4
 Hari Sasangka dkk, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 
hal.11. 
5
 Anggun Malinda, 2016, Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Saksi, 
Korban), Yogyakarta, Garudhawaca, hal.44. 
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maka ia dapat dikenai sanksi atas kesaksiannya tersebut. Tapi pada kenyataannya 
pada saat ini masih banyak bahkan sering dalam proses acara peradilan menggunakan 
saksi mahkota. Hal itu dilakukan karena saksi mahkota bisa digunakan untuk 
melengkapi alat bukti yang kurang dan lebih bisa untuk membuka sebuah tindak 
pidana yang sulit untuk diungkap. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk penerapan hukum saksi mahkota dalam proses pembuktian 
tindak pidana penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri Enrekang ? 
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam 
pembuktian perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Enrekang ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Saksi mahkota adalah suatu kondisi dimana salah seorang di antara terdakwa 
dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut 
atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia 
dapat di maafkan atas kesalahannya. 
2. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.  
Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-
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undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, 
terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP. 
3. Penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 
D. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu; 
1. Untuk mengetahui bentuk penerapan hukum saksi mahkota dalam proses 
pembuktian tindak pidana penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri 
Enrekang. 
2. Untuk mengetahui kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian 
perkara penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri Enrekang.  
E. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 
1. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya. 
2. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, 
sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
F. Kajian Pustaka 
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Dalam membahas persoalan ini secara lebih lanjut akan menunjukkan beberapa 
referensi yang memiliki korelasi dengan pembahasan masalah ini. 
Hari Sangka dan Lily Rosita (hukum pembuktian dalam perkara pidana, 2003), 
yang menjelaskan tentang pembuktian di dalam persidangan yang salah satunya harus 
menghadirkan saksi-saksi yang di perlukan, termasuk saksi mahkota, tetapi dalam 
buku ini tidak menjelaskan apa sebenarnya saksi mahkota tersebut, dan tidak 
mennjelaskan kekuatan hukum saksi mahkota yang dihadirkan dalam persidangan. 
Andi Hamzah (Hukum Acara Pidana Indonesia, 2013), menjelaskan tentang 
alat-alat bukti yang ditujukan pada praktik persidangan termasuk keterangan saksi 
yang sangat berperan penting dalam sebuah persidangan, dalam buku ini juga 
membahas mengenai asal usul kata saksi mahkota tetapi tidak membahas mengenai 
kekuatan atau kedudukan saksi mahkota di persidangan. 
Leden Marpaung (Proses Penanganan Perkara Pidana, 2014), buku ini menkaji 
secara panjang lebar ruang lingkup proses penanganan perkara pidana, yang 
membahas secara spesifik seputar proses penyelidikan dan penyidikan meliputi 
penjelasan secara singkat proses perkara pidana; pembuktian; tersangka/terdakwa; 
praperadilan; penyidikan; koneksitas; ketentuan khusus acara pidana; dan kejaksaan. 
M. Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, 2001), 
pada dasarnya KUHAP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak 
hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang beribawa dan mapu 
bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab, buku 
ini secara garis beras mengulas tentang proses penanganan tindak pidana yang berada 
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di wilayah kehakiman. Adapun materi yang dibahas meliputi kegiatan praperadilan, 
peradilan koneksitas, ganti kerugian dan gugatannya, rehabilitasi, pamggilan oleh 
pengadilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan pengadilan, acara pemeriksaan 
singkat, cepat ditingkat banding dan kasasi, serta di bagian terakhir dibahas upaya 
hukum luar biasa. 
Lilik Mulyadi (Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, 
Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, 2007)  dikemukakan dalam buku ini 
perpaduan antara aspek teoritis dan aspek praktik peradilan dibidang Hukum Pidana. 
Sehingga diharapkan bagi pembaca mendalami isinya baik secara das sollen maupun 
das sein dalam jalinan sebuah seraut bunga rampai. Selain itu, dalam hal ini buku ini 
ingin menyajikan hukum pidana dalam optic hukum pidana formal maupun materiil. 
Serta dimensi kriminologi dikorelasikan dengan kebijakan dan pembarua hukum 
pidana. 
Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. (Merajut Hukum Di Indonesia, 2014) yang 
menjelaskan mengenai bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku disuatu negara.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Sistem Pembuktian  
Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, 
warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” 
karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. 
Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan dan 
dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang 
tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak 
bersalah” (presumption of innocence). Untuk menyatakan seseorang “melanggar 
hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti. 
Bukti-bukti dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan antara lain disebut: 
“Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” Bukti dalam Bahasa 
Inggris: evidence. Didalam The Lexicon Webster Dictionary diartikan antara lain: 
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indication of something or establishes the truth. Dari uraian tersebut, “bukti” 
dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.1 
Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 
cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 
bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan 
kesalahan yang didakwakan.2 
Pembuktian tidak bersifat logis, tetapi bersifat kemasyarakatan. Namun orang 
harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal bahwa apa yang di 
uraikan dalam fakta-fakta adalah selaras dengan kebenaran. Hakim yang satu akan 
menganggap pembuktian sudah diberikan sedangkan hakim yang lain menganggap 
sebaliknya. Dalam hal demikian orang tidak bisa berbuat apa-apa, tentu dalam 
konteks ini tiap hakim semestinya berorientasi pada kebenaran dan kepastian hukum. 
Kebenaran itu memang relatif tidak bersifat absolut, sehingga seringkali putusan 
hakim mendapat reaksi dalam masyarakat pencari keadilan. Diharapkan hakim tidak 
boleh berpegang pada keyakinan hati nuraninya saja, dan juga tidak boleh meminta 
bukti yang demikian sesempurnanya sehingga tidak dapat digoyangkan sedikitpun 
juga. Hakim harus mampu menjatuhkan putusan melalui pembuktian yang objektif 
non diskriminatif sehingga memuaskan para pencari keadilan. 
                                                           
1
 Dr. Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), 
Jakarta, Sinar Grafika, hal. 22-23 
22
 Rahman Syamsuddin, SH, MH, 2013, Hukum Acara Pidana dalam Integritas keilmuan, Makassar: 
Alauddin University Pers, hal 133 
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Dalam arti luas membuktikan adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim 
tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara/gugatan 
yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara kemasyarakatan mengapa dalil atau 
posita tertentu dianggap benar, dan siapa yang benar tergugat atau penggugat yang 
harus dibuktikan. Dengan demikian upaya membuktikan dalam arti luas adalah 
memperkuat kesimpulanhakim dengan alat-alat bukti yang sah. 
Sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang 
dikemukakan oleh penggugat itu di bantah oleh tergugat, tentu apa yang tidak 
dibantah tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan logika hukum tentu yang harus 
memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakan apabila 
ia menghendaki bahwa ia tidak akan kalah dalam perkaranya dan kebenaran terus 
diperjuangkannya. Dengan demikian nampak bahwa pembuktian diperlukan dalam 
suatu perkara di pengadilan dalam rangka mencari dan menentukan kebenaran.3 
Terdapat empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Sistem Keyakinan (Conviction Intime) 
Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. 
Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika 
mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-
alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada 
                                                           
3
 Nomensen Sinamo, 2016, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Permata Aksara, Jakarta, hal 
95-96 
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penilaian subjektif dari hakim tersebut. Sistem ini dahulu dianut di Pengadilan Distrik 
dan Pengadilan Kabupaten. 
2. Sistem Positif (Positief Wettelijk) 
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara 
mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika 
alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut 
ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” 
meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. 
Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan. 
3. Sistem Negatif (Negatief Wettelijk) 
Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti 
tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan 
mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun 
telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus 
mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat 
banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas 
kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU No. 8 Tahun 1981 yang 
dirumuskan dalam Pasal 183 yakni: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya” 
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Dahulu, dimasa berlakunya HIR (sebelum KUHAP), sistem ini pun dianut, 
yang diatur oleh Pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila hakim 
dengan mempergunakan alat-alat bukti yang termuat dalam undang-undang 
mendapat keyakinan bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu. 
2. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan atas suatu 
persangkaan belaka atau atas pembuktian yang tidak sempurna. 
 
4. Sistem Pembuktian Bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime) 
Sistem ini membebaskan hakim dari keterkaitan alat-alat bukti. Hakim 
menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alas an-alasan yang logis 
yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan 
yang berdasarkan logika. 
B. Alat Bukti 
Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
“(1) Alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli  
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa” 
 
a. Keterangan Saksi 
Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai 
alat bukti sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana 
dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana 
dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) 
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. 
 14 
 
“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang 
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 
keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah 
yang lain”.  
 
Dengan demikian, dapat dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 KUHAP yang 
berbunyi: 
“yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: 
a. anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah 
kawin, 
b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik 
kembali. 
Dan demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP 
yang berbunyi: 
“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar 
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa; 
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara, 
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan 
karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 
sebagai terdakwa. 
 
Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh didengar sebagai saksi 
sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang berbunyi: 
“(1)Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 
menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas 
menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah. 
(2)Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka diperbolehkan 
memberi keterangan tanpa sumpah.” 
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Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit jiwa atau 
karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat dibebaskan dari 
kewajiban sebagai saksi, yakni orang-orang yang dicantumkan Pasal 170 KUHAP, 
sebagai berikut: 
“(1)Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabatatau jabatannya diwajibkan  
menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk 
memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 
kepada mereka. 
(2)Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 
tersebut.” 
 Hal yang diatur Pasal 170 KUHAP, sejalan dengan Pasal 322 KUHP yang 
berbunyi: 
“(1)Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib 
menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang 
maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.600,-. 
(2)Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini 
hanya dituntut atas pengaduan orang itu.” 
b. Keterangan Ahli 
Keterangan ahli dalam KUHAP diatur dalam Pasal 186 yang bunyinya: 
“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan.” 
Dalam penjelasan resmi PAsal 186 KUHAP tercantum: 
“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 
penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dala suatu bentuk laporan dan 
dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” 
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Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau 
penuntut umum maka pada pemerksaan disidang, diminta untuk memberikan 
keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan 
setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. 
Perlu diperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro antara lain: 
“Ada setengah orang yang tidak memperbedakan sama sekali antara keterangan 
saksi dan keterangan ahli. Mereka bilang, bahwa kalau diteliti betul, suatu 
keterangan seorang saksi, yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu 
pengalaman (waarneming) seharusnya hanya boleh mengandung suatu 
kesimpulan (konklusi) hal mana dimaksud “keterangan ahli”. 
c. Surat 
Surat sebagai alat bukti sah, yang merupakan urutan ke-3 diatur oleh Pasal 187 
KUHAP yang berbunyi: 
“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas 
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat 
atau dialaminya sendiri, disertai alas an yang jelas dan tegas tentang 
keterangan itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
yang dibuat oleh pejabat mengenai halyang termasuk dalam tata laksana yang 
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau sesuatu keadaan; 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 
resmi daripadanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain”. 
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Pada umumnya “surat” yang dimaksud adalah surat yang termasuk surat yang 
termasuk akta autentik yang tercantum pada Pasal 1868 KUHPer, yakni suatu akta 
yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 
dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta 
itu dibuat. Misalnya: akta notaris, putusan/penetapan hakim, berita acara, dan 
sebagainya. 
d. Petunjuk 
Hal ini diatur dalam Pasal. 188 KUHAP yang bunyinya: 
“(1)Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. 
(2)Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 
a. Keterangan saksi; 
b. Surat; 
c. Keterangan terdakwa. 
(3)Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan 
berdasarkan hati nuraninya”. 
e. Keterangan Terdakwa 
Hal ini diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi: 
“(1)Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau alami 
sendiri. 
(2)Keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di siding, asalkan keterangan itu didukung 
oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 
padanya. 
(3)Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
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(4)Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
karena disertai dengan alat bukti yang lain”.4 
 
C. Saksi Mahkota 
Hukum Islam sangat menganjurkan didatangkannya beberapa orang saksi 
dalam persidangan. Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu’ ain bagi orang yang 
memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang 
bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak 
dipanggil untuk itu.4 karena Allah swt. dalam QS al-Baqarah/ 2: 282 
 (#ρß‰Îηô± tF ó™$# uρ È ø y‰‹Íκy−  ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $tΡθ ä3tƒ È÷ n=ã_ u‘ ×≅ ã_ t sù Èβ$s?r& z÷ö∆$# uρ  £ϑÏΒ 
tβ öθ |Êö s? z ÏΒ Ï !# y‰pκ’¶9 $# β r& ¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) t Åe2x‹ çF sù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“ t÷z W{ $# …. 
Terjemahnya: 
282 persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika 
tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya.5 
 
Pada mulanya, keberadaan saksi mahkota ini mulai dikenal semenjak kasus 
Marsinah yang terjadi pada tahun 1994. Kemudian beranjak dari peristiwa tersebut, 
nama saksi mahkota seakan berkembang. Defenisi otentik dalam KUHAP mengenai 
                                                           
4
 Dr. Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), 
Jakarta, Sinar Grafika, hal 28-40 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, Jakarta,  CV. Al-Hanan, 2009. 
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saksi mahkota (kroongetuige) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan 
perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau 
diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama 
melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan 
mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa 
tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya dilimpahkan 
ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.6 
Adapun menurut para sarjana mengenai siapa dan apa yang dimaksud saksi 
mahkota, yaitu antara lain: 
Syaiful Bahkri, bahwa pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang 
diambil dari salah seorang tersangka atau tedakwa yang kepadanya diberikan suatu 
mahkota.7 
M. Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi mahkota adalah 
saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama di pengadilan rekannya 
yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti 
kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah.8 
                                                           
6
 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 85-86. 
7
 Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, hal 66. 
8
 M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang 
pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 321. 
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Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut di atas, secara garis besar terdapat 
persamaan yaitu saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang 
kemudian menjadi saksi. 
Saksi mahkota biasanya diajukan oleh penuntut umum jika mengalami 
kesulitan atau kekurangan alat bukti untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku atau 
untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Saksi mahkota ini biasanya diterapkan 
untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, dimana 
seorang dari mereka dijadikan saksi yaitu sebagai saksi mahkota. Penggunaan alat 
bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk 
penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan 
(splitsing) sejak proses peeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. 
Petunjuk tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana di atur 
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1986 K/Pid/1989 
tanggal 21 Maret 1990.  
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1986 
K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung 
tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di 
persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa 
tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. 
Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang 
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saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama 
diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara 
diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. 
Jadi disini penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-
prinsip tertentu yaitu, 1). Dalam perkara delik penyertaan; 2). Terdapat kekurangan 
alat bukti; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing). Adapun dalam 
perkembangan terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan 
mengeluarkan pendapat terbaru tentang saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, 
dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa “penggunaan 
saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM”.9 
Pada dasarnya saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. 
Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang 
berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan 
pemisahan (splitsing) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. 
Terkait dengan pemisahan berkas (splitsing) sudah diatur ketentuannya dalam 
pasal 142 KUHAP “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang 
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang 
tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan 
penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Ketentuan ini 
                                                           
9
 Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995,  dan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI No.1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. 
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kebalikan dari Pasal 141 KUHAP yaitu memberikan kemungkinan untuk 
menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang yang dalam satu surat 
dakwaan (berkas) dan dapat diperiksa dalam suatu acara prsidangan yang sama 
(voeging). 
Penjelasan Pasal 142 cukup jelas, tetapi pedoman pelaksanaan KUHAP 
memberi penjelasan bahwa biasanya splitsing dilakukan dengan membuat berkas baru 
dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan 
pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. 
Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana 
yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat 
bukti yang akan di ajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata 
muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, 
mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara 
pidana. 
 Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota  diperbolehkan 
karena berujung untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian 
berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan 
dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa.  
 Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang 
ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya 
alasan klasik yang dikemukakan penuntut umum bahwa untuk memenuhi dan 
mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota 
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bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat 
bukti sudah tidak bisa di toleransi lagi. 
 Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal 
yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak 
memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secar universal 
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang 
dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian, 
disamping itu juga penggunaan saksi mahkota juga melanggar instrumen 
International on Civil and Political Right. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu, 
sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak 
absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini 
merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya 
terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, 
menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki 
beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum. 
2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka 
terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. 
Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa 
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tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban 
untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut 
maka terdakwa akan  dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak 
pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana. 
Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan 
tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak 
ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang 
diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat 
dengan menggunakan kekerasan in casu kekerasan psikis. 
3. Bahwa sebagai pihak yang brstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainya 
diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh 
terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP 
4, Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat 
terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal 
mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan 
hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut 
sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia No. 1590 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, dan 
 25 
 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 
Mei 1995. 
5. Bahwa sering kali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota 
yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan 
kealahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini 
tentunya bertentangan dan melanggar asas non self incrimination. Dalam ketentuan 
Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR.  
D. Pengaturan Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
mengatur mengenai perlindungan hukum terhadaap saksi, yaitu dalam Pasal 10 UU 
Nomor 13 2006 yaitu: 
(1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 
maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya 
(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 
meringankan pidana yang akan dijatuhkan 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, 
Korban, Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. 
Berdasarkan ketentuan pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 diatas terlihat 
bahwa perundang-undangan ini memberikan perlindungan hukum atas 2 (dua) hal 
yakni:10 
                                                           
10
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010. 
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1. Terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor karena laporan, kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya. 
 Perlindungan hukum dalam kategori pertama yakni yang diatur dalam pasal 10 
ayat (1) adalah berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor 
untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Namun hal ini tidak berlaku 
terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad 
baik. Menurut penjelasan undang-undang yang dimaksud dengan “memberikan 
keterangan tidak dengan itikad baik” dalam hal ini antara lain memberikan 
keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemunafakatan jahat. 
 Dalam implementasi di Italia, Belanda, dan Amerika Serikat ketentuan ini biasa 
disebut sebagai kekebalan atau imunitas yang diberikan kepada para pelapor maupun 
saksi yang memberikan keterangan (pengungkapan kejahatan) kepada aparat penegak 
hukum mengenai adanya tindak pidana yang ia ketahui dan atas informasi ini 
tentunya akan membantu pihak penegak hukum untuk menyelidikinya ataupun 
menuntut pelakunya  di pengadilan. Ketentuan ini merupakan sebuah tameng bagi 
para pelapor tindak pidana. 
 Menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 
42/PUU-VIII/2010 tanggal 3 september 2010, ketentuan yang terdapat pada pasal 10 
ayat (1) ini harus dimaknai tidak berlaku terhadap saksi yang juga tersangka dalam 
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kasus yang sama, juga pelapor yang tidak beritikad baik. Meskipun demikian, 
partisipasi saksi yang juga tersangka, apabila dalam proses hukum sangkaan tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan, saksi yang demikian ini memang tidak 
dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dalam mengungkap tindak 
pidana tetap diberikan penghargaan pidananya, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 
2. Terhadap saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. 
Perlindungan dalam kategori kedua yaitu yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) 
adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka, yakni 
seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim 
dalam dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang-undang tidak 
menjelaskan maksud yang lebih rinci dari hal ini. Atas Pasal 10 ayat (2) ini, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan penafsiran dalam dalam 
keterangan tertulis pada persidangan uji materil di Mahkamah Konstitusi tanggal 1 
september 2010, yang menyebutkaan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus 
yang sama sebagaimana dimaksud dala Pasal 10 ayat (2) ini secara umum biasa 
disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, 
“supergrasses” dan pentiti (dalam bahasa Italia berarti “mereka yang telah tobat”), 
atau pelaku minor. Lebih lanjut LPSK menjelaskan bahwa saksi dalam kategori ini 
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berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasuss 
pidana, dapat berupa: 
a. memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa 
lainnya; 
b. memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka 
lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan; 
c. dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparan penegak 
hukum; dan 
d. frasa “dalam kata yang sama” dalam rumusan pasal diatas. Jika maksud frasa 
ini adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus 
tersangka dalam kasus yang sama. 
 Dimasukkannya ketentuan ini dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 006 
bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak 
tantangan bagi para penyidik dan penuntut umum. Kebanyakan dari kasus-kasus ini 
melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah 
mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik 
melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan 
profesi.ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan 
para pelaku tersebut untuk bersau dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan 
adanya sebuah tuntunan untuk melindungi kepentingan mereka. 
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E. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Para pakar Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan 
Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah: 
a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana; 
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan 
oleh para sarjana Hukum Pidan Jerman; dan 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal. 
Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga 
delict yang berasal dari bahasa Latin Delictum. Hukum pidana Negara-negara Anglo-
Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh 
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karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun 
sama yaitu strafbaar feit.11 
Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan 
yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict  yang artinya 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu  dasar yang pokok dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum 
itu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle 
of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-
undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum 
nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih 
dulu). 
Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya 
kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan 
harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan 
kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian 
kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah 
                                                           
11
 Rahman Syamsuddin, S.H, M.H, 2014,  Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, 
hal 192 
 31 
 
karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas 
segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan 
bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, 
maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang 
mengaturnya. 12 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana13 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah 
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak 
bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah 
                                                           
12 Amir Ilyas, 2012,  Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), Yogyakarta, Mahakarya Rangkang, hal 18-28 
13
 Rahman Syamsuddin, S.H, M.H, 2014,  Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, 
hal 193-195 
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demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan 
sendiri.  
Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab 
undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik 
atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-
unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut: 
1. Unsur Subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan An act does not make a person quilty unless the mind is quilty or 
actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalau tidak ada 
kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
1) Tak berhati-hati; 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
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a. Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakanatau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
3. Subjek Tindak Pidana 
Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab 
pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Pembentuk 
KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (natural person) 
 34 
 
saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang 
merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. 
Dalam KUHP, badan hukum bukan ubjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat 
dari: 
a. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota 
badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri. 
b. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (barangsiapa) yang 
menunjuk kepada manusia. 
c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan 
hukum. 
Dalam undang-undang pidana diluar KUHP banyak yang telah mengenal 
korporasi sebagai subjek tindak pidana.14 
 
F. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 
“penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak 
perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan 
sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas 
luka pada tubuh orang lain. 
                                                           
14 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di INDONESIA, 2013, Jakarta, Rajawali Pers, 
hal 82-83 
 
 35 
 
Penganiayaan berasal dari akar kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau 
perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan 
(wetboek van strafrecht) yang mana mula-mula dipergunakan istilah (lichamelijk 
leed), tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan (mishandeling) 
tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi 
para hakim nanti. Dalam bahasa kita (mishandeling) ini diterjemahkan menjadi 
“penganiayaan”.15 
Menurut Jurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah;16 
1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) 
2) Menyebabkan rasa sakit 
3) Menyebabkan luka-luka 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah 
semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang 
membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada anggota badan manusia yang 
mana luka yang diderita sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang 
berisi: 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama 
sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 
2) Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 
pencarian; 
3) Kehilangan salah satu panca indra; 
4) Mendapat cacat berat; 
5) Menderita sakit lumpuh; 
                                                           
15
 Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, 1986, Bandung, PT. Eresco, hal 51. 
16 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor, Politeia, 
hal. 245. 
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6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 
7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan 
Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena 
kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh 
pelakunya dengan sikap permusuhan. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Menurut KUHP penganiayaan dibedakan atas 5 macam, yaitu:17 
a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) 
b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 
c. Penganiayaan biiasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP) 
d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 
e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP) 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut 
a. Adanya kesengajaan 
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak 
pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan 
sebagai maksud. 
b. Adanya perbuatan  
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah 
aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk 
                                                           
17
 Gerry Muhammad Rizki, KUHP & KUHAP, 2008, Jakarta, Permata Press, hal 21 
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melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah 
perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, 
menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.18 
 
c. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni 
1) Membuat perasaan tidak enak; 
2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada 
tubuh; 
3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya 
penganiayaan; 
4) Merusak kesehatan orang.19 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
18
 Tongat, Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam 
KUHP, 2003, Jakarta, Djambatan, hal. 74 
19
 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hal.10 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metodologi Penelitian  
Sesuai dengan tujuannya, Menurut Sunggono research dapat didefenisikan 
sebagai “Suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap 
sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan”.1 Pelajaran yang memperbincangkan 
metode-metode ilmiah untuk research disebut metodologi research 
B.  Jenis Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan gejala 
atau pristiwa hukum dengan tepat dan jelas serta mencoba menggambarkan 
bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan 
praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang 
dikemukakan. 
C. Lokasi Penelitian 
Dalam penelititan dan praktik perlindungan saksi mahkota ini penulis memilih 
lokasi penelitian di Kab. Enrekang dalam hal ini Pengadilan Negeri Enrekang dengan 
berdasarkan pertimbangan terdapat kasus yang melibatkan saksi mahkota yang 
berkaitan dengan judul yang penulis bahas. 
                                                           
1
 Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 27. 
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D. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Data primer ini 
diperoleh dari hasil wawancara atau observasi. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan dengan cara menghimpun data-data yang sudah ada. 
b. Sumber Data 
Data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan, dimana data diperoleh 
dari aparat penegak hukum. 
Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan 
penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk 
memperoleh data-data aau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang 
berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Berkaaitan dengan data yang 
digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1) Bahan hukum primer, yang digunakan, peraturan perundang-undangan seperti 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
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2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak 
digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku dan artikel ilmiah. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai 
berikut: 
a) Studi lapangan (Observasi) 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap masalah yang diteliti. 
b) Studi kepustakaan  
Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-
arsip, jurnal dan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dengan masalah yang diteliti, 
c) Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan 
responden atau pihak yang berwenang guna memperoleh data baik lisan 
mauoun tulisan atau sejumlah data atau keterangan atau data yang 
diperlukan. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif. Meurut Soerjono Soekanto “pendekatan kualitatif adalah cara penelitian 
yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
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secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari 
sebagai kesatuan yang utuh” 
 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan  logika dedukasi 
yaitu dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan terhadap asas-asas 
hukum dibidang pembuktian khususnya terhadap data primer dan data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai 
dasar teori pembuktian sebagai ilmu murni dari hukum acara pidana dikaitkan dengan 
kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses 
beracaranya. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk penerapan hukum saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak 
pidana penganiayaan di persidangan Pengadilan Negeri Enrekang 
Dalam undang-undang tidak dijumpai apa yang disebut saksi mahkota, tetapi 
dalam kenyataannya saksi mahkota ini ada dalam praktik. Adapun menurut para 
sarjana mengenai siapa dan apa yang dimaksud saksi mahkota, yaitu antara lain: 
Syaiful Bahkri, bahwa pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang 
diambil dari salah seorang tersangka atau tedakwa yang kepadanya diberikan suatu 
mahkota.1 
M. Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi mahkota adalah 
saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama di pengadilan rekannya 
yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti 
kesaksian  yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah.2 
Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung 
pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem 
pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, 
                                                           
1 Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, hal 66. 
2 M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang 
pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 321. 
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yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil. Dengan tercapainya 
kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu 
untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam 
masyarakat.3 
Dari hasil Studi kasus (Penelitian) yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri 
Enrekang saya hanya menemukan putusan No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas 
terpisah (splitsing) putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr yang terdapat Saksi Mahkota 
yang mengenai Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Enrekang.  
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan 
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan 
memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penganiayaan dalam putusan No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas 
terpisah (splitsing) putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr, maka perlu diketahui terlebih 
dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Pada putusan  No.74/Pid.B/2015/PN.Enr tindak pidana penganiayaan yang 
penulis teliti ini terjadi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 17.30 
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 
                                                           
3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 9 
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bertempat di perbatasan kebun milik Budiman (ayah kandung terdakwa) dengan 
saudara Abdul Jabar Alias Ulla yang beralamat di Dusun Buntu Angin Desa Bolang 
Kec.Alla, Kab.Enrekang. 
Berawal ketika korban Abdul Rajab Alias Ulla Bin Saleng bersama saksi 
Nasaruddin, saksi Amir, saksi Hj.Sampe, saksi Banna dan terdakwa I 
Muh.Firmansyah dan terdakwa II Musliadi sedang berkumpul dan membicarakan 
batas kebun antara kebun Budiman (ayah kandung terdakwa) dengan kebun korban, 
namun secara tiba-tiba Budiman marah dan menunjuk-nunjuk Hj.Sampe (tante 
korban). 
Selanjutnya korban yang tidak terima tantenya ditunjuk-tunjuk dan dimarahi 
oleh Budiman langsung memukul Budiman dengan meninju pipi kiri Budiman, 
kemudian terdakwa I Muh. Firmansyah yang melihat Budiman (orang tua terdakwa I) 
mendapat pukulan (tinju) dari korban langsung mendekati korban kemudian dengan 
menggunakan tangan kiri daan tangan kanan yang terkepal memukul kepala, muka 
dan leher korban masing-masing lebih dari satu kali kemudian terdakwa II Musliadi 
saat itu juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai pundak dan 
punggung masing-masing lebih dari satu kali. 
Bahwa korban yang mendapat pukulan dari terdakwa I dan terdakwa II 
langsung memeluk terdakwa I sehingga korban dan terdakwa I saling bergulingan 
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ditanah dan pada saat korban dan terdakwa I bergulingan pada saat itu juga terdakwa 
II kembali memukul korban pada bagian pundak. 
Para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban bertempat di 
pinggir kebun dan juga jalan Poros Kalosi-Malua yang merupakan jalanan umum 
yang dilalui oleh orang banyak maupun kendaraan sehingga hal tersebut dapat dilihat 
ataupun disaksikan oleh orang lain yang ada disekitarnya. 
Akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban Abdul Rajab 
Alias Ulla Bin Saleng mengalami luka gores pada bagian leher, tangan kanan, siku 
kiri, kaki kanan dan bagian belakang memar dan bengkak, luka tersebut sebagaimana 
diterangkan dalam Visum Et Repertum No.10/PKMS/VR/XI?2015 dari puskesmas 
Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
dr.Hj.Ramlah Amin dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut: 
Hasil pemeriksaan luar: 
Luka gores pada bagian leher, tangan kanan, siku kiri, kaki kanan, dan bagian 
belakang memar dan bengkak. 
Kesimpulan : luka yang dialami korban akibat trauma benda tumpul; 
 Perbuatan terdakwa I Muh.Firmansyah dan terdakwa II Musliadi tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.  
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2. Keterangan Terdakwa selaku Saksi dalam Perkara Tersebut 
Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.74/Pid.B/2015/PN.Enr 
terdakwa Muh.Firmansyah Alias Firman Bin Budiman dalam keterangannya sebagai 
terdakwa menyatakan sebagai berikut: 
1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wita 
dipinggir kebun (jalan poros Kalosi Malua) yang terletak di DUsun Buntu Angin 
Desa Bolang, Kec. Alla, Kab. Enrekang, saksi korban mengalami pemukulan yang 
dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu. 
 
2. Bahwa pada awalnya saksi korban bersama dengan saksi Nasaruddin (Kepala 
Desa Bolang), Amir (Kepala Dusun Buntu Angin), saksi Hj.Sampe, saksi korban 
Abdul Rajab Alias Ulla Bin Saleng dan para terdakwa sementara membicarakan 
masalah batas kebun saksi korban dengan Budiman (Orang tua terdakwa), beberapa 
menit kemudian orang tua terdakwa yang bernama Budiman menunjuk-nunjuk dan 
pada saat itu saksi korban langsung memukul Budiman sebanyak 1 (satu) kali dengan 
menggunakan kepalan tangan dan mengenai pipi kanan Budiman , setelah memukul 
Budiman, terdakwa dari arah depan memukul saksi korban dengan menggunakan 
kepalan tangan sehingga mengenai kepala dan muka saksi korban, pada saat itu juga 
terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu dating memukul dari arah belakang dan 
mengenai bagian pundak saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban dirangkul 
oleh terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa jatuh ditanah daan berguling-
guling bersama-sama. 
 
3. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 
terdakwa Adi, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah 
kanan, luka cakar pada bagian leher, luka cakar pada bagian lengan kanan, luka 
memar pada bagian pundak kanan dan luka bengkak pada bagian belakang. 
 
4. Bahwa saksi korban dipukul di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, 
karena masih merupakan kebun yang berdekatan dengan jalan poros Kalosi-Malua. 
 
Selanjutnya dalam berkas perkara terpisah keterangan terdakwa 
Muh.Firmansyah Alias Firman Bin Budiman memberikan keterangan selaku saksi 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No.79/Pid.B/2015/PN.Enr sebagai 
berikut: 
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1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, sekira pukul 17.30 Wita 
bertempat di perbatasan kebun milik terdakwa Budiman dengan Sdr Abdul Jabar 
Alias Ulla yang beralamat di Dusun Buntu Angin Desa Bolang Kec. Alla, Kab> 
Enrekang terjadi penganiayaan. 
 
2. Bahwa awalnya saksi korban berada di perbatasan kebun milik terdakwa 
dengan Sdr Abdul Jabar Alias Ulla, bersama saksi NAsaruddin Alias Nasar (kepala 
Desa Bolang), Amir Bin Maning Alias Papa Andri (kepala Dusun Buntu Angin), 
Abdul Jabar Alias Ulla, Syamsul Bin Saleng, Hj. Sampe Alias Mama Amming, 
Firman, Musliadi, dan Hanafia Alias Mama Erna, tiba-tiba terdakwa dating marah-
marah da menunjuk-nunjuk Hj.Sampe. 
 
3. Bahwa saksi Abdul Jabar yang mendengar dan melihat perlakuan terdakwa 
tersebut terhadap saksi Hj.Sampe yang merupakan tante kanungnya, tidak 
menerimanya sehingga saksi Abdul Jabar langsung berlari mendekati dan memukul 
terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal sebanyak satu kali dan 
mengenai pipi kanan terdakwa. 
 
4. Bahwa ketika saksi Abdul Jabar memukul terdakwa Budiman, saksi Firman 
melihatnya, sehingga saksi Firman selaku anak kandung terdakwaa juga tidak 
menerimanya kemudian berlari mendekati dan langsung memukul saksi Abdul Jabar 
selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi Firman dengan saksi Abdul Jabar namun 
tiba-tiba Musliadi dating membantu saksi Firman dan mengeroyok saksi Abdul Jabar 
Alias Ulla hingga jatuh terguling ke bawah ujung kebun. 
 
5. Bahwa saksi korban Banna yang juga menyaksikan kejadian tersebut berusaha 
turun kebawah untuk melerai pengeroyokan yang dilakukan saksi Firman bersama 
Adi terhadap saksi Abdul Jabar, namun karena kondisi kebun yang terjal sehingga 
saksi korban menggunakan sebatang kayu gamal untuk dijadikan tongkat atau 
penyangga agar tidak terpeleset atau jatuh, akan tetapi pada saat saksi korba berjalan 
turun ke bawah, secara tiba-tiba terdakwa sudah berdiri didepan saksi korban sambil 
menunjuk-nunjuk saksi korban, hal tersebut membuat saksi korban kaget sehingga 
terpeleset atau jatuh terduduk dan kayu gamal yang digunakan sebagai tongkat 
tersebut terlepas dari genggamannya dan pada saat berdiri saksi melihat dahi saksi 
Banna mengeluarkan darah. 
         
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara 
pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam 
 48 
 
membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal 
tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas 
penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh 
penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam 
putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas terpisah (splitsing) putusan 
No.74/Pid.B/2015/PN.Enr yang berbunyi sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa (I). Muh.Firmansyah.S.Kom Alias Firman Bin Budiman, 
bersama-sama dengan Terdakwa (II). Musliadi Alias Adi Bin Turu, baik bertindak 
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-
masing pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau 
setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Buntu Angin Desa 
Bolang Kec.Alla Kab.Enrekang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah 
Hukum Pengadilan Negeri Enrekang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang yakni korban Abdul Rajab Alias Ulla Bin Saleng, yang 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut: 
 
Berawal ketika saksi korban Abdul Rajab Alias Ulla Bin Saleng bersama saksi 
Nasaruddin, saksi amir, saksi Hj.Sampe, saksi Banna dan Terdakwa (I) dan Terdakwa 
(II)  sedang berkumpul dan membicarakan batas kebun antara kebun Budiman dan 
kebun Korban, namun secara tiba-tiba Budiman marah dan menunjuk-nunjuk tante 
korban (saksi Hj.Sampe). 
 
Selanjutnya korban yang tidak terima tantenya ditunjuk-tunjuk dan dimarahi 
oleh Budiman langsung memukul Budiman dengan meninju pipi kiri Budiman, 
kemudian terdakwa (I) yang melihat Budiman (orang tua terdakwa I) mendapat 
pukulan (tinju) dari korban langsung mendekati korban kemudian dengan 
menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terkepal memukul kepala, muka dan leher 
korban masing-masing lebih dari satu kali kemudian terdakwa (II) saat itu juga ikut 
melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai pundak dan punggung masing-
masing lebih dari satu kali. 
 
Bahwa korban yang mendapat pukulan dari terdakwa (I) dan terdakwa (II) 
langsung memeluk terdakwa (I) sehingga korban dan terdakwa (I) saling bergulingan 
ditanah dan pada saat korban dan terdakwa (I) bergulingan pada saat itu juga 
terdakwa (II) kembali memukul korban pada bagian pundak. 
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Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban bertempat 
dipinggir kebun dan juga jalan poros Kalosi-Malua yang merupakan jalan umum 
yang dilalui oleh orang banyak maupun kendaran sehingga hal tersebut dapat dilihat 
ataupun disaksikan oleh lain yang ada disekitarnya. 
 
Akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban Abdul Rajab 
Alias Ulla Bin Saleng mengalami luka gores pada bagian leher, tangan kanan, siku 
kiri, kaki kanan dan bagian belakang memar dan bengkak, luka tersebut sebagaimana 
diterangkan dalam Visum Et Repertum No.10/PKMS/VR/XI/2015 dari Puskesmas 
SUDU Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
Dr.Hj.Ramlah Amin dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut : 
Hasil pemeriksaan luar : 
Luka gores pada bagian leher, tangan kana, siku kiri, kaki kanan dan bagian belakang 
memar dan bengkak ; 
Kesimpulan : luka yang dialami korban akibat trauma benda tumpul ; 
Perbuatan terdakwa (I). Muh.Firmansyah.S.Kom Alias Firman Bin Budiman, 
bersama-sama dengan terdakwa (II). Musliadi Alias Adi Bin Turu tersebut 
sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam 
perkara tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa I Muh. Firmansyah Alias Firman 
Bin Budiman dan Terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu pada putusan 
No.74/Pid.B/2015/PN.Enr, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk 
memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa I  Muh. Firmansyah Alias Firman Bin Budiman dan 
terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I  Muh. Firmansyah Alias Firman Bin 
Budiman dan terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu berupa pidana penjara 
masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada 
dalam tahanan ditahan. 
 
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). 
 
Telah mendengar permohonan dari para terdakwa atas tuntuttan dari Penuntut 
Umum tersebut, yang mana pada pokoknya para terdakwa menyatakan secra lisan 
mohon keringanan hukuman, oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan 
berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
4. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim 
Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh 
Harwansah, S.H., selaku Hakim Ketua, Andrey S. Yanuar, S.H., dan Andi Aqsha, 
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh hakim yang 
bersangkutan, dibantu oleh Nusman, selaku Panitera pengganti dan dihadiri oleh M. 
Yusran, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang. Maka 
Pengadilan Negeri Enrekang yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa 
perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai 
berikut: 
 
 51 
 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa I  Muh. Firmansyah Alias Firman Bin Budiman dan 
terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu,terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan 
dimuka umum terhadap orang”. 
 
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara 
masing-masing selama 3 (tiga) bulan. 
 
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. 
 
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan. 
 
5. Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). 
 
 
 
5. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat 
dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara 
No.74/Pid.B/2015/PN.Enr ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara 
seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, keteramgan 
terdakwa. Maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, 
yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) atau kedua melanggar Pasal 
351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan 
mempertimbangkan dakwaan pertama sebagai dakwaan yang lebih mendekati unsur 
dari perbuatan para terdakwa, yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana unsur-
unsurnya sebagai berikut: 
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1. Unsur “Barang siapa”: 
2. Unsur “Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang” 
 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut: 
Kesatu. Unsur “Barang siapa” 
Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa 
yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk 
dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu 
bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara 
hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut 
peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barang siapa” tidak 
disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga haruslah 
dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang bernma 
Muh. Firmansyah Alias Firman Bin Budiman dan Musliadi Alias Adi Bin Turu, serta 
berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa 
yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata 
para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai 
pertanggung jawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya. 
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 
“barang siapa” telah terpenuhi menurut hakim. 
Kedua, Unsur “Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan 
terhadap orang”; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah suatu 
tempat atau lokasi yang mudah dijangkau oleh banyak orang, dimana suatu perbuatan 
dapat disaksikan oleh siapa saja yang melewati tempat tersebut. 
Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan tenaga bersama”, menunjukkan 
suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, dimana suatu perbuatan 
dilakukan bersama-sama menggunakan tenaga masing-masing untuk melakukan satu 
perbuatan yang sama. 
Menimbang, bahwa mengenai unsur “melakukan kekerasan”, menurut 
Yurisprudensi, maka yanag diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) yaitu 
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada 
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orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan 
maksud yang patut atau melewati batas. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini meliputi 
tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan 
menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang 
dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan atau adanya maksud 
atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang 
melatar belakangi peristiwa tersebut. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari 
Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. Firman dan 
terdakwa II. Musliadi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rajab, tepatnya 
dipinggir kebun (jalan poros Kalosi-Malua) yang terletak di Dusun Buntu Angin, 
Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, berawal ketika korban Abdul 
Rajab  Alias Ulla Bin Saleng bersama saksi Nasaruddin, saksi Hj. Sampe, saksi 
Banna dan terdakwa I dan terdakwa II sedang berkumpul dan membicarakan batas 
kebun antara kebun Budiman dan kebun korban, namun secara tiba-tiba Budiman 
marah dan menunjuk-nunjuk tante korban (Hj.Sampe), selanjutnya korban yang tidak 
terima tantenya ditunjuk-tunjuk dan dimarahi oleh Budiman langsung memukul 
Budiman, kemudian terdakwa I yang melihat Budiman (orang tua terdakwa I) 
mendapat pukulan dari korban langsung mendekati korban kemudian dengan 
menggunakan tangan kiri dan tangan kanan yang terkepal memukul kepala, muka dan 
leher korban masing-masing lebih dari satu kali kemudian terdakwa II saat itu juga 
ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan mengenai pundak dan punggung 
masing-masing lebih dari satu kali, bahwa korban yang mendapat pukulan dari 
terdakwa I dan terdakwa II langsung memeluk terdakwa I sehingga korban dan 
terdakwa I saling bergulingan ditanah dan pada saat korban dan terdakwa I 
bergulingan pada saat itu juga terdakwa II kembali memukul korban pada bagian 
pundak. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis 
berpendapat bahwa lokasi atau tempat dilakukannya perbuatan terdakwa I dan 
terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban berada dipinggir kebun 
(jalan poros Kalosi-Malua) yang mana lokasi tersebut biasa dilalui banyak orang atau 
mudah dijangkau oleh banyak orang, para terdakwa melakukan kekerasan diruang 
terbuka yang dapat diakses oleh banyak orang, membuat orang tersebut mengalami 
luka bengkak dan memar, dalam hal ini adalah saksi korban Rajab, sehingga tindakan 
para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaimana unsur “dimuka umum, 
dengan tenaga bersama menggunakan kekrasan terhadap orang” telah terbukti 
menurut hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) 
Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara 
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sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 
melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang”. 
Menimbang, bahwa Majelis menilai terdakwa I dan terdakwa II adalah orang-
orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung 
jawab atas perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka para 
terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan 
perbuatannya tersebut. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengn 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Rajab mengalami luka 
memar dan bengkak pada bagian leher, tangan kanan, siku kiri, kaki kanan dan 
bagian belakang. 
Hal-hal yang meringankan: 
1) Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
2) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi; 
3) Para terdakwa belum pernah dihukum. 
6. Putusan Hakim 
Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1)  KUHP, 
maka hakim selanjutnya berkesimpulan terdakwa I Muh. Firman Alias Firman Bin 
Budiman dan terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu telah terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka gores 
pada bagian leher, tangan kanan, siku kiri, kaki kanan dan bagian belakang memar 
dan bengkak, luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum 
Nomor 10/PKMS/VR/XI/2015 dari puskesmas Sudu Kecamatan Alla Kabupaten 
Enrekang yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative yang dibuat oleh 
Penuntut Umum. 
7. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan 
hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana 
mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. 
Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang 
dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat 
dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa 
telah melakukan tindak pidana penganiayaan seperti apa yang disebutkan oleh jaksa 
dalam surat dakwaannya. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang 
kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam 
persidangan. 
Dalam hal ini terdakwa I Muh. Firmansyah Alias Firman Bin Budiman dan 
terdakwa II Musliadi Alias Adi Bin Turu diancam hukuman sesuai pasal 170 ayat (1) 
KUHP yang berbunyi demikian; 
“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam 
bulan” 
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Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan 
telah sesuai dengan ketentuan baik hukum formil maupun hukum pidana materiil 
sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP maka hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 
Mengenai penerapan pidana materiil dalam bentuk penerapan hukum saksi 
mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan, penulis melakukan 
wawancara dengan Hakim Andi Aqsha, S.H. yang menangani perkara dengan nomor 
putusan 74/Pid.B/2015/PN.Enr, pada tanggal 15 November 2017, Beliau menjelaskan 
bahwa : 
Sesuai Pasal 142 KUHAP, apabila dalam perkara pidana masih terdapat 
kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi, penuntut umum dapat 
melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (splitsing). 
Artinya, dilakukan pemecahan atas berkas perkara sesuai dengan kebutuhan. Apabila 
hal tersebut dilakukan maka masing-masing terdakwa bisa menjadi saksi terhadap 
terdakwa lainnya, setelah hakim selesai mempertimbangkan dakwaan, Jaksa Penuntut 
Umum yang dihubungkan dengan  fakta-fakta dipersidangan serta alat bukti yang sah 
maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan.4 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa 
dan memutus suatu perkara tidak menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat 
dakwaan. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa diancam hukuman penjara selama lima 
tahun enam bulan akan tetapi hakim hanya memutuskan pidana penjara selama tiga 
bulan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa terdakwa 
                                                           
4 Andi Aqsha, SH selaku Hakim yang menangani kasus putusan No.74/Pid.B/2015/PN.Enr wawancara 
dilakukan pada tanggal 15 November 2017 
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membantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara sebagai saksi mahkota sehingga 
terdakwa hanya dikenakan pidana penjara selama tiga bulan. 
B. Kekuatan pembuktian saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian 
perkara penganiayaan  
Saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam 
hal ikut serta (medeplegen) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi 
saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian 
menjadi saksi atas perkara yang ia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya 
bertentangan dengan larangan mendakwa diri sendiri (selfincrimination), karena dia 
sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. 
Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong dapat dikenai sumpah palsu. 
Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa mereka didorong untuk sumpah 
palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta 
melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.5 
Petunjuk tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana di atur 
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1986 K/Pid/1989 
tanggal 21 Maret 1990.  
Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1986 
K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung 
                                                           
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2013, Jakaerta:Sinar Grafika. Hal 271-272 
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tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di 
persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa 
tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. 
Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang 
saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama 
diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara 
diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. 
Jadi disini penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-
prinsip tertentu yaitu, 1). Dalam perkara delik penyertaan; 2). Terdapat kekurangan 
alat bukti; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing). Adapun dalam 
perkembangan terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan 
mengeluarkan pendapat terbaru tentang saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, 
dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa “penggunaan 
saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM”.6 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban secara ekplisit kedudukan terdakwa sebagai saksi (Saksi Mahkota) 
ada di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:  
                                                           
6 Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI No. 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995,  dan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI No.1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. 
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“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim 
dalam meringankan pidana yang dijatuhkan”. 
Namun saksi yang diajukan dengan posisi saat menjadi terdakwa, tidak dapat 
diminta kesaksiannya bila dalam berkas perkara yang sama. Karena tidak mungkin 
dalam satu berkas perkara terdakwa dan saksi adalah satu orang yang sama. Dalam 
hal ini adalah kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 142 KUHAP yang 
menyatakan bahwa: 
“Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat 
beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang 
tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan 
penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. 
. Ketentuan ini kebalikan dari Pasal 141 KUHAP yaitu memberikan 
kemungkinan untuk menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang yang 
dalam satu surat dakwaan (berkas) dan dapat diperiksa dalam suatu acara prsidangan 
yang sama (voeging). 
Penjelasan Pasal 142 cukup jelas, tetapi pedoman pelaksanaan KUHAP 
memberi penjelasan bahwa biasanya splitsing dilakukan dengan membuat berkas baru 
dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan 
pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. 
Kedudukan Saksi Mahkota dalam KUHAP adalah melanggar hak-hak 
terdakwa itu sendiri, terutama hak untuk tidak mempermasalahkan diri sendiri 
(nonselfincrimination) dank arena keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya 
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sendiri meskipun pemisahan berkas perkara merupakan kewenangan Jaksa Penuntut 
Umum. Sementara dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
perlindungan Saksi dan Korban kedudukan Saksi Mahkota itu sah dan saksi mahkota 
ini dapat diberikan keringanan-keringanan oleh hakim. Dalam perkara lain, terdakwa 
tersebut bisa dihadirkan menjadi saksi apabila diperlukan. Apabila keterangan yang 
diberikan terdakwa sebagai saksi berbeda dengan keterangannya sebagai terdakwa, 
maka keterangannya sebagai saksi itu dapat dikenakan sumpah palsu, namun bila 
keterangannya sebagai terdakwa dalam berkas perkaranya, terdakwa dapat 
mengingkari apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mempermasalahkan dirinya 
sendiri. 
Bahwa kedudukan saksi yang juga terdakwa (Saksi Mahkota) sebagai alat 
bukti  dapat mengungkap suatu peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-
sama. Hal ini terbukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan Putusan 
Pengadilan Negeri Enrekang  No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas terpisah pada 
Putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr, menggunakan keterangan saksi mahkota dan 
disesuaikan dengan alat bukti lain sehingga mengungkap suatu peristiwa secara 
terperinci dan terdakwa dinyatakan bersalah secara sah melakukan tindak pidana 
tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan saksi mahkota pada Pengadilan Negeri Enrekang dalam bentuk 
pengurangan hukuman hal ini telah diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri 
Enrekang No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas terpisah (splitsing) putusan 
No.79/Pid.B/2015/PN.Enr dimana terdakwa mendapatkan pengurangan 
hukuman karena telah menjadi saksi mahkota. 
2. Kekuatan saksi mahkota dalam pembuktiannya dinilai kuat karena dapat 
mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini 
terbukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan 
Negeri Enrekang No.74/Pid.B/2015/PN.Enr dengan berkas terpisah (splitsing) 
putusan No.79/Pid.B/2015/PN.Enr yang telah mempraktikkan saksi mahkota 
yang merupakan pelaku kejahatan yang dijadikan saksi terhadap tersangka atau 
terdakwa lainnya dalam kasus atau perkara yang sama dan statusnya sebagai 
tersangka atau terdakwa dihilangkan. Nilai kekuatan pembuktian dari saksi 
mahkota dapat ternilai sebagai alat bukti keterangan saksi.  
B. Implikasi  
1. Kepada pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang diharapkan apabila 
memang saksi mahkota ini merupakan alat bukti yang penting untuk 
mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat perundang-
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undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan saksi mahkota. Di 
Indonesia untuk mengubah atau membuat suatu Undang-Undang tidak semudah 
yang dibayangkan, untuk itu sebagai jalan keluar perlu dibuat semacam 
pedoman atau petunjuk bagi penegak hukum dalam menjalankan kebijakannya 
dalam penegakan hukum pidana. 
2. Sudah saatnya merubah cara pandang penegak hukum kepada saksi bahwa 
saksi tidak sekedar menjadi alat bukti, namun memiliki kedudukan yang 
penting dalam peradilan pidana termasuk dalam peranannya turut serta dalam 
upaya penanggulangan kejahatan. 
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